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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan dana desa dan alokasi 

dana desa di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan 

menggunakan logic model. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Hasil penelitian, dana Kampung di Kampung Muara Asa digunakan untuk membangun 

infrastruktur seperti pembangunan jalan kampung setiap tahun, pembangunan jembatan 

kampung, pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor Pemerintahan Kampung, 

pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sumber air bersih, 

pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan prasarana jalan seperti selokan, dan pembangunan 

jamban umum (MCK). Alokasi Dana Kampung digunakan untuk peningkatan pelayanan 

Pemerintah Kampung dengan cara membangun sarpras kantor, membiayai biaya operasional 

dan gaji Perangkat Kampung, dan mengadakan pelatihan Perangkat Kampung. Simpulan, 

Proses implementasi Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Alokasi Dana, Dana Kampung, Kebijakan, Logic Model 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to evaluate village fund management policies and village fund 

allocation in Muara Asa Village, Barong Tongkok District, West Kutai Regency using a logic 

model. This type of research is qualitative with a case study approach. The results of the 

research show that village funds in Muara Asa Village are used to build infrastructure such as 

building village roads every year, building village bridges, building physical facilities and 

infrastructure for village government offices, building health facilities and infrastructure, 

building and rehabilitating clean water sources, maintaining farming roads. , construction of 

road infrastructure such as sewers, and construction of public latrines (MCK). Village Fund 

allocations are used to improve Village Government services by building office infrastructure, 

financing operational costs and salaries for Village Officials, and holding training for Village 

Officials. Conclusion, the process of implementing Village Funds and Village Fund Allocation 

in Muara Asa Village is going well and in accordance with community needs. 

 

Keywords: Fund Allocation, Logic Model, Policy, Village Funds 

 

PENDAHULUAN 

 Semenjak dikeluarkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat 

pandangan mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata kelola desa berubah. Sebelum 

ada peraturan tersebut, Desa menjadi objek pembangunan saja. Namun, setelah ada 

peraturan tersebut Desa menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, Buku Saku Dana Desa, 2017). Hal 

ini menuntut pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pengelolaan kepentingan 

publik masyarakat desa (Rulinawaty, Samboteng, et al., 2021). Sebagai lingkup terkecil 

maka desa mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penyalur antara pemerintah 
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dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat setempat karena pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat 

diidentifikasikan oleh kemajuan desa (Boedijono, et al., 2019). 

Sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

maka pemerintah juga memberikan otoritas lebih tinggi kepada desa termasuk dalam hal 

keuangan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Chehafudin et al., 2022). Dana 

Desa dapat dikategorikan sebagai hibah pendamping atau bantuan keuangan (Akbar & 

Sihaloho, 2019). Dana Desa berfungsi antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelayanan dasar, mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus 

pemerataan pembangunan (Chehafudin et al., 2022). Dana Desa bersumber dari APBN 

yang yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota 

yang bersangkutan (Kemenkeu, Buku Pintar Dana Desa , 2019). 

Kemudian, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima oleh Kabupaten atau Kota. Besaran minimal Alokasi Dana Desa adalah 

minimal 10% dari Dana Perimbangan (DAU+DBH) setelah dikurangi dengan Dana 

Alokasi Khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan 

pendapatan desa yang bersumber dari APBD (Kemenkeu, Buku Pintar Dana Desa , 

2019). Kemudian, tata cara pengalokasian Dana Desa telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017. Berdasarkan 

peraturan tersebut, pengalokasian Dana Desa mengacu pada letak geografis, jumlah 

penduduk, dan angka kematian. Tatacara penganggaran dana desa setiap daerah 

kabupaten/ kota dialokasikan secara adil yang mengacu pada jumlah pemberian minimal 

yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan 

dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang 

mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi (Boedijono, et al., 2019). 

Setelah proses implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan menjadi salah 

satu rangkaian penting yang perlu dilakukan(Rulinawaty, 2013). Melalui evaluasi akan 

diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum tercapai dari 

sebuah program (Rulinawaty, Samboteng, et al., 2021). Informasi hasil evaluasi 

selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program tersebut. Dengan kata lain 

evaluasi akan akan diketahui efektifitas, efisiensi, kualitas, kinerja, atau produktivitas 

suatu lembaga dalam melaksanakan programnya sekaligus untuk meningkatkannya 

(Rulinawaty et al., 2020). Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi adalah untuk 

melihat kembali apakah suatu program dan kebijakan pendidikan itu telah dapat 

dilaksanakan secara efektif sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai yang 

diharapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi akan dapat diketahui hal-hal yang telah dicapai 

dan apakah suatu program dapat memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan 

hasil evaluasi kemudian diambil keputusan apakah program dan kebijakan tersebut 

akan: (1) diteruskan, (2) direvisi, (3) dihentikan, atau (4) dirumuskan kembali sehingga 

dapat ditemukan tujuan, sasaran dan alternatif baru yang sama sekali berbeda dengan 

sebelumnya (Hajaroh, 2018). 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai evaluasi 

kebijakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Boedijono et al., (2019) mengenai efektifitas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian 

tersebut menggunakan mix method yakni metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil 

penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah 

melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih 
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belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam 

pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya (Boedijono, et al., 2019). 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Chehafudin et al., (2022) dengan fokus 

penelitian evaluasi kebijakan Dana Desa untuk penganggulangan kemiskinan dan 

peningkatan infrastruktur pelayanan dasar air minum serta sanitasi Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 

menggunakan path analysis. Hasil penelitian ini adalah 1) Dana Desa berpengaruh 

signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional meski kontibusinya sangat 

kecil dan pengaruhnya tidak signifikan pada kabupaten/kota berkapasitas fiskal rendah. 

2) Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan cakupan air minum secara 

nasional tapi tidak signifikan, namun pengaruhnya signifikan pada kabupaten/kota 

berkapasitas fiskal sedang atau rendah dengan kemiskinan rendah. 3) Dana Desa 

berpengaruh terhadap peningkatan sanitasi namun tidak signifikan secara nasional 

maupun seluruh kabupaten/kota. 4) Dana Desa untuk air minum berpengaruh tidak 

signifikan terhadap penurunan kemiskinan secara nasional dan untuk seluruh 

kabupaten/kota. 5) Dana Desa untuk sanitasi tidak berpengaruh terhadap penurunan 

kemiskinan secara nasional maupun seluruh kabupaten/kota tapi berpengaruh tidak 

signifikan pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal dan kemiskinan rendah 

(Chehafudin et al., 2022). 

Sehingga, untuk memperoleh eksplorasi terkait kebijakan Dana Kampung dan 

Alokasi Dana Kampung, proses evaluasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis logic model. Logic model merupakan gambaran logis suatu 

program/kegiatan yang menjadi satu rangkaian hubungan sebab-akibat antara input, 

aktivitas, output, dan outcome yang ingin dicapai sesuai dengan indikator dan target 

kinerja yang telah ditentukan suatu organisasi (Rulinawaty, 2013). Logic model dapat 

diterapkan baik untuk penyusunan program baru maupun program yang sudah ada. 

Logic model membantu memperjelas cara sebuah program menyelesaikan masalah 

dalam batasan asumsi tertentu dan membantu dalam mengembangkan sistem 

pengukuran dan evaluasi kinerja (Fitrianty & Biswan, 2018). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai 

Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat Kampung Muara 

Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat untuk mengetahui mengenai 

penerapan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di kampung tersebut. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

(Rulinawaty; Siti Aisyah, 2023). Teknik pengumpulan daya yang digunakan adalah 

observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan model analisis interaktif milik Miles & Huberman. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi Penggunaan Dana Kampung di Kampung Muara Asa Tahun 2018-2021 

Tujuan jangka pendek dari implementasi Dana Kampung pada tahun 2018 hingga 

2021 berfokus pada kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa dapat berjalan dengan 

baik. Dibangunnya beberapa infrastruktur atau fasilitas umum dengan menggunakan 

Dana Kampung dalam jangka pendeknya diharapkan bisa mempermudah semua 

kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa. Pada rentang tahun tersebut, beberapa 
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kebutuhan dasar masyarakat Kampung Muara Asa mulai dibangun. Dalam bidang 

kesehatan, dilaksanakan posyandu. Kemudian, dibangun beberapa fasilitas umum dasar 

seperti sumber air bersih, jamban umum (MCK), jalan usaha tani dan jalan kampung. 

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Eliyakum, S.Pd selaku Kepala Kampung 

Muara Asa berikut : 

“Tujuan jangka pendeknya di tahun tersebut ya agar kebutuhan fasum 

masyarakat Kampung Muara Asa bisa terpenuhi dan proses pelayanan 

masyarakat oleh Pemerintah Desa berjalan dengan baik.” 

Setelah tercapainya tujuan jangka pendek, terdapat tujuan jangka menengah dari 

implementasi Dana Kampung. Tujuan jangka menengah dari pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas umum di Kampung Muara Asa berfokus pada mengurangi 

angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mencapai kemudahan akses fasilitas 

yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara oleh 

Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara Asa berikut. 

“Tujuan jangka menengahnya untuk penerapan Dana Kampung dan Dana 

Alokasi Kampung di Kampung Muara Asa adalah memudahkan akses 

pelayanan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, menurunkan angka 

kemiskinan, mengurangi angka pengangguran juga. Saat ini sedang 

diuasahakan mencapai tujuan tersebut seperti dengan membangun jalan 

dan jembatan agar kegiatan perekonomian masyarakat semakin baik dan 

masyarakat Muara Asa lebih mudah dalam mencari kerja atau mata 

pencaharian.” 

Kemudian tujuan jangka panjang dalam implementasi Dana Kampung di 

Kampung Muara Asa berpatokan pada tujuan Dana Kampung itu sendiri yakni untuk 

mencapai masyarakat kampung yang sejahtera dan pemerataan pendapatan. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara 

Asa berikut. 

“Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari saya selaku Kepala 

Kampung dan Pemerintah Desa adalah tercapainya masyarakat Kampung 

Muara Asa yang sejahtera dan tidak tertinggal lagi. Kemudian, taraf hidup 

masyarakat semakin baik karena sudah tercapai pemerataan pedapatan.” 

Tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari pembangunan infrastruktur 

atau fasilitas umum tersebut digunakan untuk melihat dampak dari implementasi Dana 

Kampung. Sehingga, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi acuan 

Perangkat Kampung dalam melakukan implementasi Dana Kampung hingga menjadi 

infrastruktur atau fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat kampung. 

Kebijakan Dana Kampung telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dan Permendes 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan Dana 

Kampung serta PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung bersumber dari APBN. 

Kemudian implementasi Dana Kampung berasal dari pemerintah pusat melalui transfer 

ke daerah dari DAU dan DBH yang besarannya disesuaikan dengan jumlah penduduk 

setiap kampung, jumlah kemiskinan, IKK, dan luas wilayah kampung (Kemenkeu, 

Buku Saku Dana Desa, 2017). 

Kampung Muara Asa menjadi salah satu kampung yang memperoleh Dana 

Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten 

Kutai Barat. Kampung Muara Asa memiliki luas wilayah Kampung Muara Asa adalah 

20,48 km2. Dalam wilayah tersebut tercatat jumlah penduduk pada tahun 2020 hingga 

2021 berjumlah 721 jiwa. Pada tahun 2018-2021 implementasi Dana Kampung, 



2025. Alignment: Journal of Administration and Educational Management 8 (1) 123-132 

127 

menggunakan dasar kebijakan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan dalam 

implementasi Alokasi Dana Kampung menggunakan Perbup No.6 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung. 

Dana Kampung diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau 

fasilitas dasar untuk masyarakat Kampung Muara Asa. Pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat desa memerlukan ketersediaan infrastruktur dan 

fasilitas umum sosial yang memadai (Maryati, et al., 2022). Sehingga, pembangunan 

infrastruktur atau fasilitas umum perlu dilakukan. Di Kampung Muara Asa selama tahun 

2018-2021 terdapat beberapa infrastruktur atau fasilitas umum yang dibangun seperti 

pembangunan dan rehabilitasi jalan kampung setiap tahun, pembangunan jembatan 

kampung, pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor Pemerintahan Kampung, 

pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan dan rehabilitasi sumber air 

bersih, pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan prasarana jalan seperti selokan, dan 

pembangunan jamban umum (MCK). 

Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun memiliki tujuan jangka 

pendek, menengah dan panjang (Samboteng & Rulinawaty, 2019). Tujuan jangka 

pendeknya adalah mempermudah semua kegiatan masyarakat Kampung Muara Asa. 

Tujuan jangka menengahnya adalah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi 

pengangguran, dan mencapai kemudahan akses karena dibangunnya fasilitas. Terakhir, 

tujuan jangka panjangnya adalah mencapai masyarakat yang sejahtera dan pemerataan 

pendapatan. Hasil penelitian mengenai tujuan diimplementasikannya Dana Kampung di 

Kampung Muara Asa ini sejalan dengan tujuan Dana Desa yang berdasarkan pada 

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yakni 1) meningkatkan pelayanan 

publik di kampung; (2) mengentaskan kemiskinan; (3) memajukan perekonomian 

kampung; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar kampung; serta (5) 

memperkuat pembangunan masyarakat desa (Yamin, 2021). 

Kemudian, selain Dana Kampung terdapat Alokasi Dana Kampung. Alokasi Dana 

Kampung yaitu dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa 

yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten/kota yang paling sedikit 10% yang telah dikurangi dana alokasi khusus yang 

bersumber langsung daerah APBD (Anggara, 2021). Alokasi Dana Kampung 

merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Alokasi Dana Kampung dibagi menjadi 2 rincian, rincian yang pertama 

sebesar 70% untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik sedangkan yang 

kedua sebesar 30% digunakan untuk aparatur pemerintah kampung (Purbasari et al., 

2018). Penyelenggaran Pemerintahan Kampung yang baik dan ideal akan sangat 

berpengaruh dalam keberlangsungan kampung, apalagi juga telah dijelaskan tentang 

kewenangan kampung terkait pemberian pelayanan masyarakat kampung guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Pemerintahan Kampung bisa 

digambarkan sebagai suatu organisasi pemerintahan, organisasi ini memiliki fungsi 

dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas satuan 

kerja perangkat kampung (Rulinawaty; dkk, n.d.) sehingga keberadaannya memiliki 

peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu kampung 

(Mahardika & Suseno, 2018). Di Kampung Muara Asa, Alokasi Dana Kampung 

digunakan untuk peningkatan pelayanan Pemerintah Kampung dengan cara membangun 

sarana dan prasaran kantor yang memadai, membiayai biaya operasional dan gaji 

Perangkat Kampung, dan mengadakan pelatihan Perangkat Kampung. Selain 
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penyelenggaraan Pemerintaha Kampung yang baik, kegiatan pemberdayaan masyarakat 

juga perlu dilakukan untuk keberlangsungan Kampung Muara Asa. 

 
Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa 

Tujuan jangka pendek dari implementasi Alokasi Dana Kampung pada tahun 

2018 hingga 2021 berfokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan 

kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik (Rulinawaty et al., 2022). Pada rentang 

tahun tersebut, kegiatan atau program operasional Pemerintah Kampung berkembang 

dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung. Selain itu, 

terdapat beberapa program yang ditujukan untuk masyarakat sehingga masyarakat 

Kampung Muara Asa bisa semakin berkembang dan maju. Hal ini sejalan dengan hasil 

wawancara dari Kornelius S.Pd., M.Si. selaku Ketua BPK Kampung Muara Asa berikut. 

“Untuk tujuan jangka pendeknya saya rasa pelaksanaan layanan 

Pemerintah Desa yang lebih baik, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

lebih baik juga. Jadi masyarakat disini bisa lebih terbuka dan berkembang 

jadi bisa menjadi masyarakat yang lebih maju sedikit demi sedikit.” 

Setelah tercapainya tujuan jangka pendek, terdapat tujuan jangka menengah dari 

implementasi Alokasi Dana Kampung. Tujuan jangka menengah dari implementasi 

Alokasi Dana Kampung pada tahun 2018 hingga 2021 berfokus pada memupuk 

kesadaran masyarakat untuk berkembang dan maju dan kemudahan akses oleh 

masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan dari Pemerintah Kampung. Hal ini 

sebagaimana disampaikan dalam wawancara oleh Masykur, S.Pd. selaku Kepala Adat 

berikut. 

“Dalam jangka menengahnya, pembinaan dari lembaga adat yang Alokasi 

Dana Kampung menurut saya tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap 

gotong royong dan sopan santun di masyarakat. Pelayanan dari perangkat 

kampung juga diharapkan semakin cepat dan mudah digunakan oleh 

masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.” 

Kemudian tujuan jangka panjang dalam implementasi Alokasi Dana Kampung di 

Kampung Muara Asa berpatokan pada tujuan Alokasi Dana Kampung itu sendiri yakni 

untuk masyarakat Kampung Muara Asa mencapai kesejahteraan melalui kegiatan 

pemberdayaan dan pelayanan Pemerintah Kampung yang memadai. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Eliyakum, S.Pd. selaku Kepala Kampung Muara 

Asa berikut. 

“Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari saya selaku Kepala 

Kampung dan Pemerintah Desa adalah tercapainya masyarakat Kampung 

Muara Asa yang sejahtera dan tidak tertinggal lagi. Kemudian, taraf hidup 

masyarakat semakin baik karena dipenuhinya kebutuhan terkait 

pemberdayaan masyarakat dan pelayanan pemerintahan yang baik.” 

Tujuan jangka pendek, menengah dan panjang dari pembangunan infrastruktur 

atau fasilitas umum tersebut digunakan untuk melihat dampak dari implementasi Dana 

Kampung. Sehingga, tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang menjadi acuan 

Perangkat Kampung dalam melakukan implementasi Alokasi Dana Kampung hingga 

menjadi sebuah program atau kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan 

pelayanan Pemerintah Kampung dan mengembangkan masyarakat Kampung Muara 

Asa. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-

kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Samboteng et al., 2022). Arah 
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pemberdayaan masyarakat kampung yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai 

tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang 

mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan 

masyarakat kampung dalam alokasi    anggaran sehingga mereka    mampu    untuk 

memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing (Fathony at al., 2019). Saat 

ini, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di Kampung Mara Asa sudah melibatkan 

masyarakat secara langsung. Berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara 

langsung tersebut diantaranya yakni memberikan pembinaan terkait ketertiban dan 

keamanan, peningkatan pendidikan masyarakat, PKK, lembaga adat, LPK, dan karang 

taruna. Berbagai pembinaan tersebut diharapkan bisa membuat masyarakat Kampung 

Muara Asa lebih berdaya dan berkembang. 

Berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Kampung 

Muara Asa memiliki tujuan baik jangka pendek, menengah, hingga panjang. Tujuan 

jangka pendeknya adalah untuk pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan 

kemasyarakatan berjalan dengan baik (Rulinawaty, Risnashari, et al., 2021). Tujuan 

jangka menengahnya adalah untuk memumpuk kesadaran masyarakat agar mau 

berkembang dan maju serta adanya kemudahan akses pelayanan pemerintahan oleh 

masyarakat. Terakhir, tujuan jangka panjangnya adalah masyarakat Kampung Muara 

Asa mencapai kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan dan pelayanan Pemerintah 

Kampung yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan Alokasi Dana Kampung secara 

umum yakni (1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintah kampung dalam 

melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan sesuai 

dengan kewenangannya. (2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di 

kampung dalam suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh kampung. (3) meningkatkan 

pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, 

serta (4) Mendorong untuk lebih meningkatan swadaya gotongroyong masyarakat 

(Harahap, 2021). 

Proses implementasi Dana Kampung dan Dana Alokasi Kampung dengan input 

dana, SDM dan dasar kebijakan kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan atau 

program. Dimana, kebijakan atau program tersebut akhirnya menjadi output dalam 

bentuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum dan pelaksanaan berbagai 

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Kampung Muara Asa.  

Selanjutnya, ouput yang sudah diimplementasikan akan menghasilkan outcume yakni 

tujuan yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan berbagai 

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat tersebut. Pencapaian outcome 

tersebut akhirnya memberikan dampak bagi pelaksanaan Pemerintah Kampung dan 

masyarakat Kampung. Dalam implementasi Dana Kampung dan Alokasi Dana 

Kampung di tahun 2018-2021,  

Pemerintah Kampung dan masyarakat merasa memperoleh dampak baik karena 

banyak infrastruktur atau fasilitas umum baru yang dibuat dan selalu dilaksanakan 

perbaikan atau rehabilitasi agar terus bisa digunakan dengan baik. Selain itu, terdapat 

berbagai pembinaan yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat 

Kampung Muara Asa dapat lebih berkembang dan maju. Garis besar pembahasan 

mengenai evaluasi Dana Kampung dan Dana Alokasi Kampung menggunakan logic 

model di Kampung Muara Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat 

tahun 2018-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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SIMPULAN 

Bahwa Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung di Kampung Muara Asa 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pemerintahan, 

serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan jangka pendek mempermudah aktivitas 

masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan baik, tujuan jangka menengah 

mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran dan akses layanan, dan tujuan 

jangka panjang menciptakan kesejahteraan serta pemerataan pendapatan. Implementasi 

kebijakan ini berjalan dengan baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan 

perangkat kampung, serta terus dilaksanakan guna mempercepat pencapaian tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan. 
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